
SATINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI SUIAWESI BARAT
NOMORIorahun 2023

TETTATIG
PEI{ETAPAI{ TNDII(^TOR KIIIEN.'A UTAiIA TAHUN 2O2:I

DI UTGXUXGAT SEXNETARHT KOIIISI PEIIILIHAIT U}IUiI
PROVti'g ST'I.TWESI BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVIMI SULAWESI 8ARAT,

Menimbang a bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan tilenteri
Negara Fendayagunaan AparaEJr NegBrd l{omor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Fedoman Umum penetapan
Irdikabr KrEr!! t tama di Ungkung6n Instansi pefilerinbh, setiap
instand pefiErintah wajib menetapkan indilcbr kinerja utama di
lingkurEan maiing-maing;

b. bahwa untuk menirE*atkan ketepatan dahm melaporkan
pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program
dan kegiatan sebagai penjabaran Urgas dan fungi$ Komisi
Pemilihan Umum Prorini Sulatveg Barat perlu rnenetapkan cratu
ukurafl keberhailan berupa Indikator KirErja Lnarna;

c. bahwa bsdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hunf a dan huruf b, pslu men€,tapkan KeputJsan Sekretafis
Kornisi Pemilihan Umum prwinsi Sulawesi Barat tentang
Penetapan Indikator Kineriit t tama Tahun 202G2024 di
LirEkungan Komisi Pemilihan Umum provins Sulaw€si Barat.

1. UndarE-Urdang t{omtr 7 Tahun 2017 tenbng p$tilihan Umum
(Lembaran l,aegara Regruik lrdonesia Tahun 2017 l\|o|rnor 1g2,
Tambahan Lernbaran Negac ReilrHik Indonesia Nomor 6109);

2. Perahr6n hmerintah Nornor 8 Tahun 2fl)6 tertarE pelaporan

f€uaflgEn dan Kinerja InstarEi pernerirtah (Lernbaran Neqara
Republik Irulone;ia Tahun 2006 llornor 25, Tambahan l€mbaran
NegBra Repuuik Indonesia tbmor 4614);

Mengingat



3. Perafuran Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Sistem

Negara

Memperhatikan

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Seketariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Seketariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 196);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparafur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

6. Perafuran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Perafuran Komi$ Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Seketariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236).

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
19zPR03.1-KpV0UKPU|N12020 tentang Rencana Srategis
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipa si, dar H

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMITIHAN UMUM PROVINSI

SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN TNDIKATOR KINERJA

UTAMA TAHUN 2023 DI TINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMTSI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUTAWESI BARAT

Menetapkan lndikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan
Seketariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

lndikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang

digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
a. rencana jangka menengah;
b. rencana kinerja tahunan;
c. rencana kerja dan anggaran;
d. perjanjian kinerja;
e. laporan kinerja; dan
f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap
pimpinan kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal lZJuli 2023

I

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAI{WAN SUSETYO

BAKHTIAR

Menetapkan

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat No. 82/pR.01.3- Kpt/ 7
6 | Prov lxll 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

I

Hukum dan SDM,
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